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WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWES] TENGGARA

|
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: ¥ TAHUN 2023
TENTANG |

I
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2023
|
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BAUBAU,

a. bahwa untuk melaksanaka n penyesuaian penggunaan

anggaran belanja keperluan mendesak sebagaimana tercantum
dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24
Tahun 2021 tentang Tata‘ Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dilakukan
pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Baubau Tahun Anggaran 2023;

. bahwa untuk melaksanakan p'emenuhan Dana Alokasi Umum

yang telah ditentukan pemntukannya sesuai Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 212|/PMK.07 /2023 dan Penyediaan
pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 212/ PMIK 07/2022 dan  Penyediaan
pendanaan kegiatan Pemiliahn! Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati sertay Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2024 sebagaimana Surat Edaran Nomor
900.1.9.1/435/SJ; '

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir [.F.1.f Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Nle:gerl Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
bahwa Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada p1mp1nan DPRD. Kondisi tertentu
tersebut dapat berupa kond}en mendesak atau perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah,
Jika pergeseran tersebut dﬂakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran anggaran/perubahan anggaran ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, jika pergeseran tersebut dilalukan  setelah perubahan
APBD, dilaporkan dalam LRA Tahun Anggaran 2023.

. bahwa berdasarkan pertnnbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan Huruf ¢, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota tentang |Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Baubau Nomor 189 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanj ja Daerah Kota Baubau Tahun
Anggaran 2023.
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Tahun 2021 tentang Tata] Cara Pergeseran Anggaran
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Mengingat

1.
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Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang ]IBer31h dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lemlx,xran Negara. Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); sebagalmana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undrmg Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara RePubl1k Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4120);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67 36),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembarlan Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67 36),

Undang-Undang Nomor 15 Ta un 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggun.awab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta.hun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ind(?neSIa Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 25 |Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan | Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 12004  Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentanh Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebaga:lmana telah diubah beberapa kali
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia. Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemermtah dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndoneSIa Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomo!lr 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2000 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor |55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembdran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah| (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah [Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keua'ngan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun QOlO Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165); I

Peraturan Pemerintah Nomor|2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272); ’

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun |2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran  Negara Repubhk Indonesia Nomor  5533);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tenﬁang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahap Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523), i

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan | Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rolepub]jk Indonesia Tahun 2017
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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29,

Peraturan Pemerintah Nomor| 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah | (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 5!6 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279); |

Peraturan Pemerintah Ncnno'r 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 6322),

Peraturan Pemerintah Nomor 15'3 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 Tentang Peraturan Gaji [Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tah n 2015 Nomor 43);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansm Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berlta Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BD
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 972); |

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK-07/2022
tentang Indikator Tingkat KmerJa Daerah dan ketentuan
Umum Bagian Dana Aloka81 Umum yang ditentukan
penggunaannya Tahun Anggar an 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4135),

Peraturan Daerah Kota Bau-Bu Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keua'l.ngan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Urusan Pemerintahan Wapb dan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota }Baubau (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2013 Nomor 11)'

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Baubqu Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Baubakl Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Bela.n ja Daerah Kota Baubau Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022
Nomor 5). |




Menetapkan

MEMUTUSKAN:
|

PERATURAN WALI KOTA TEINTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGA LRAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 189 Tahun 2022
tentang Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran

2023, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan dua|Pasal yaitu Pasal 1.A dan Pasal

1.B sehingga berbunyi sebagai berikut: |

|
pasal {.A

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi

anggaran akibat:

a.

pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2023 sesuai ketentuan dalaml Pasal 4 ayat (3} Peraturan Wali
Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pergeseran
APBD;
penyesuaian atas program, kegiatan da_p sub kegiatan pada SKPD yang
bersangkutan atau antar SKPD sepan_]ang program, kegiatan dan sub
kegiatan belum dilaksanakan/ d1reahsa81kan serta pelaksanaan kegiatan
dalam keadaan darurat dan/atau mlendesak lainnya diterima oleh
Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD,
penganggaran program dan kegiatanll dimaksud dilakukan dengan
mengubah Peraturan Kepala Daerah Itentang Penjabaran Perubahan
APBD sesuai ketentuan butir [.F.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentanllg Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,; |

kewajiban lainnya yang dJamanatkan oleh peraturan perundang-
unéangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mencakup: |
a) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b} belanja Daerah yang bersifat mengikat :dan belan ja yang bersifat wajib;

9

pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebell.llmnya serta amanat peraturan
perundang-undangan;dan/atau

d} keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi |Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.




(3) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam tahun

anggar%m berjalan dapat menggunakan:

a. dana dari hasil penyesuaian ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.

Pasal 1 B

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |Tahun Anggaran 2023 adalah

sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Pendapatan Transfer Rp.
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang ll?p.
Sah |
Jumlah Pendapatan l|lp.
2. Belanja '
a. Belanja Operasi ’
1) Belanja Pegawai Rp.
2} Belanja Barang dan Jasa Rp.
3) Belanja Bunga Rp.
4) Belanja Subsidi Rp.
5) Belanja Hibah Rp.
6) Belanja Bantuan Sosial Rp.

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.

Jumlah Belanja Operasi Rp.
b. Belanja Modal |
1) Belanja Tanah Rp.
2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp.
3) Belanja Bangunan Dan Gedung Rp.
4) Belanja Jalan, Jaringan dan

Irigasi Rp.
5) Belanja Aset Lainnya Rp.

|
Jumlah Belanja Modal lgp.

c. Belanja Tidak Terduga p-

Jumlah Belanja fltp-
Surplus/ (Defisit) ?p-

3. Pembiayaan |

a. Penerimaan Rp. 97.137.639.550{00
b. Pengeluaran Rp. 62.962.263.260/00

Pembiayaan Netto Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan: Rp.

135.309.387.604,00
804.767.275.883,00
13.454.027.923,00

953.530.691.410,00

449.433.251.832,00
255.797.980.858,00
10.618.767.132,00
0,00
44.813.353.325,00
627.021.500,00
0,00

761.290.374.647,00
2.595.331.814,00
55.618.068.549,00
63.580.915.492,00

83.254.404.062,00
7.092.628.143,00

212.141.348.060,00

14.274.344.993,00

987.706.067.700,00
(34.175.376.290,00)

34.175.376.290,00

0,00



2. Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaiména
tercantum' dalam Lamplran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peratiiran Wali Kota ini;

3. Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga Lamplran 11 berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lamplran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Dagah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 37 Ape. 2023

| WALI KOTA BAUBAU,

ODE AHMAD MONIANSE
Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 77 AtrlL 2023

Pj SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR .[.&




